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RINGKASAN

Siti Fatimah Zahra. April 2026. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI TEKNOLOGI ARTIFICIAL
INTELLIGENCE (KECERDASAN BUATAN). Skripsi, Program Sarjana
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84
halaman. Pembimbing: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi menjadikan teknologi kecerdasan buatan membawa
manfaat sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia. Salah satu teknologi
artificial intelligence (Al) kontroversial adalah deepfake, yang dapat memanipulasi
atau membuat konten sintetis dengan tingkat realisme tinggi. Teknologi ini
sangatlah rentan disalahgunakan sebagai kekerasan seksual berbasis gender online
(KBGO), khususnya dengan perempuan sebagai korban utama. Data Komnas
Perempuan menunjukkan peningkatan laporan KBGO, termasuk yang melibatkan
deepfake, dari 869 kasus (2022) menjadi 981 kasus (2024). Kasus-kasusnya juga
melibatkan publik figur seperti Nagita Slavina (2022), 16 siswi di Malang (2023),
influencer Lydia Onic (2024), hingga kreator konten Bulan Sutena (2025) yang
membuktikan bahwa ancaman ini dapat menyasar ke semua kalangan. Meskipun
Indonesia telah memiliki sejumlah aturan hukum seperti UU ITE, UU TPKS, UU
PDP dan KUHP Nasional, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang
menggunakan teknologi artificial intelligence masih belum optimal. Kendala
meliputi belum adanya regulasi khusus yang mengatur perkembangan teknologi
seperti deepfake dan hak-hak korban kekerasan seksual yang disebabkan oleh
teknologi artificial intelligence secara jelas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
korban kekerasan seksual yang menggunakan teknologi artificial intelligence
(kecerdasan buatan) dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut
perlu diketahui juga mengenai kebijakan formulasi perlindungan terhadap hak-hak
korban kekerasan seksual yang menggunakan teknologi artificial intelligence
(kecerdasan buatan) di masa akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang dilakukan dengan
mengumpulkan data-data dari data primer dan sekunder. Analisis data
menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, karya ilmiah, dan
internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti jurnal maupun peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum
doktrinal yang bersifat preskriptif. Jenis penelitian ini berfokus pada hukum tertulis
(law in book). Secara tipe, penelitian ini tergolong doctrinal research yang
menganalisis peraturan berdasarkan prinsip-prinsip dan doktrin hukum yang
mendasar. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (Undang-



Undang ITE, TPKS, PDP, dan KUHP), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan
pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1.

Sistem hukum positif Indonesia telah memiliki kerangka dasar untuk
melindungi korban kekerasan seksual berbasis artificial intelligence (Al)
atau deepfake, namun sifatnya belum spesifik dan kurang responsif terhadap
karakteristik kejahatan teknologi artificial intelligence. Perlindungan ini
bersumber dari beberapa undang-undang yang saling melengkapi, meski
belum terintegrasi secara sistematis. Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan landasan paling progresif dengan
memasukkan "kekerasan seksual berbasis elektronik", Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka umum
untuk kejahatan siber termasuk penyebaran konten yang melanggar
kesusilaan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
melindungi data biometrik (seperti wajah dan suara) yang sering
disalahgunakan untuk membuat deepfake tanpa persetujuan dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat melengkapi dengan pasal-
pasal terkait pornografi, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Meskipun
demikian, terdapat kesenjangan dan tantangan implementasi yang
signifikan. Tidak ada satu pun peraturan yang secara eksplisit dan
operasional mendefinisikan serta mengkriminalisasi pembuatan atau
penyebaran deepfake untuk tujuan kekerasan seksual. Penerapan hukum
masih mengandalkan penafsiran atas pasal-pasal umum, sehingga gagal
memenuhi kepastian hukum. Tantangan lain meliputi kesulitan pembuktian
yang memerlukan keahlian forensik digital canggih, kapasitas penegak
hukum yang masih terbatas, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan
korban yang belum dirancang khusus untuk mengatasi dampak psikologis
dan kerusakan reputasi akibat kejahatan deepfake. Hak korban untuk
menghapus konten (right to be forgotten) juga sulit diimplementasikan
karena batasan yang multitafsir.

Untuk mengatasi kelemahan struktural tersebut, diperlukan formulasi
kebijakan yang bersifat lebih berperspektif pada korban. Pendekatan harus
memperhatikan syarat-syarat kebijakan formulasi hukum pidana dalam
perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual berbasis artificial
intelligence di masa akan datang yang dirancang dengan memenuhi 4
(empat) syarat kebijakan formulasi hukum pidana secara berimbang.
Kebijakan formulasi yang ideal tidak hanya berhenti pada perumusan delik
dan ancaman pidana, tetapi juga harus mencakup kesiapan infrastruktur
penegakan hukum, strategi pencegahan berbasis literasi masyarakat, dan
mekanisme pemulihan korban yang efisien dan terukur yang bertujuan untuk
pembangunan nasional. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah
merancang kebijakan formulasi yang berperspektif korban, sehingga korban
mendapatkan haknya langsung untuk dipulihkan yang memperhitungkan
biaya serta hasilnya. Dengan memenuhi keempat syarat tersebut, kebijakan
formulasi di masa akan datang harus mampu mengikuti perubahan tantangan
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kejahatan teknologi yang terus berkembang sekaligus mewujudkan tujuan
pembangunan nasional untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan
kesejahteraan umum berdasarkan pancasila.
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ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan melahirkan teknologi bernama
deepfake yang mampu menghasilkan konten sintetis realistis, sehingga
menimbulkan ancaman baru berupa kekerasan seksual berbasis gender online
(KBGO) di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang menggunakan
teknologi artificial intelligence (kecerdasan buatan) dalam hukum positif Indonesia
dan mengetahui kebijakan formulasi perlindungan terhadap hak-hak korban
kekerasan seksual yang menggunakan teknologi artificial intelligence (kecerdasan
buatan) di masa yang akan datang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual
approach) melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta
tersier.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, kerangka hukum
yang ada telah memberikan landasan dasar perlindungan, namun bersifat parsial
dan tidak spesifik yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual menyebutkan kekerasan
seksual berbasis elektronik. Pasal ini disebutkan hanya secara umum saja
kejahatannya. Kedua, formulasi kebijakan hak-hak korban harus memperhatikan
beberapa hal seperti pengaturan khusus tentang teknologi deepfake untuk tujuan
pembangunan nasional, kesiapan para penegak hukum, penguatan layanan terpadu
bagi korban yang memperhatikan biaya dan hasil, serta memperhatikan apakah
kejahatan itu mendatangkan kerugian.

Kata kunci: Korban, Kekerasan Seksual, Deepfake, Perlindungan Hukum,
Kecerdasan Buatan.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
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